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A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya dapatditarik kesimpulan

sebagaiberikut:

1. KinerjakeuanganPemerintahProvinsiSumateraUtara,jikadilihatdariRasio

KemandirianKeuanganDaerahtergolongmandiridengantingkatkemandirian

yangtinggidanpolahubungandelegatiftermasukkedalam interval75%-100%

mulaidaritahun2012hingga2016yaitudenganrata-ratasebesar123,80%.

2. KinerjakeuanganPemerintahProvinsiSumateraUtara,jikadilihatdariRasio

Efektivitas PAD tergolong dalam kriteria efektifpada tahun 2012 sebesar

92,65%,tergolong dalam kriteria kurang efektifpada tahun 2013 sebesar

74,04%,tergolongdalam kriteriacukupefektifpadatahun2014sebesar86,13%,

padatahun2015dantahun2016tergolongdalam kriteriasangatefektifmasing

-masingsebesar105,63%dan105,61%.

3. KinerjakeuanganPemerintahProvinsiSumateraUtara,jikadilihatdariRasio

EfisiensiPAD tergolong kedalam kriteria sangatefisien dengan intervalDi

bawahdari60% mulaidaritahun2012hingga2016yaitudenganrata-rata

sebesar1,96%.

4. KinerjakeuanganPemerintahProvinsiSumateraUtara,jikadilihatdariRasio

Keserasian dapatdikatakan sesuaiproporsipada umumnya baik belanja

operasimaupun belanja modalnya.Belanja operasimampu berada dalam

interval60% -90% yaitudenganrata-ratasebesar70,08% daritotalbelanja

daerah.Danuntukbelanjamodalberadadalam interval5% -20% yaitupada

tahun2012sebesar11,77%,padatahun2013menjadi9,99%,kemudiansebesar

20,65% padatahun2014,padatahun2015dan2016masing-masingsebesar

16,74%dan15,74%.MenurutdatakeuanganProvinsiSumateraUtara,danayang

dimilikiPemerintah masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi

sehinggarasiobelanjamodalrelatifkeciltiaptahunnya.Halinidapatdibuktikan

dengan lebih besarnya Rasio Belanja Operasidibandingkan dengan Rasio



BelanjaModal.Besarnyaalokasidanauntukbelanjaoperasitiaptahunnya,

menjadikanbelanjamodalpadaProvinsiSumateraUtaramenjadirelatifkecil

untukpertumbuhanpembangunanyangadapadaProvinsiSumateraUtara.

5. KinerjakeuanganPemerintahProvinsiSumateraUtara,jikadilihatdariRasio

PertumbuhanPADdanRasioPertumbuhanPendapatanmulaidaritahun2012

hingga 2016 menunjukkan persentase yang positiftiap tahunnya.Dengan

maksudbahwatiaptahunnyamengalamipertumbuhandaritahunsebelumnya

yaitudenganrata-ratasebesar5,25% dan10,01%.Berdasarkanperhitungan

Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi,kinerja keuangan Pemerintah Provinsi

Sumatera Utara pertumbuhan belanja operasinya menunjukkan persentase

yangnegatifdaritahun2013hingga2015denganrata-ratasebesar-9,04%,

hinggapadatahun2016barumengalamipertumbuhanbelanjaoperasiyang

positifsebesar20,95%.BerdasarkanRasioPertumbuhanBelanjaModal,kinerja

keuanganPemerintahProvinsiSumateraUtarapadatahun2013sebesar-5,34%,

padatahun2014mengalamipertumbuhansebesar50,64%,kemudianpada

tahun2015sebesar-18,65% danpadatahun2016mengalamipertumbuhan

sebesar9,40%.Pertumbuhanbelanjaoperasidanbelanjamodaladalahpotensi

yangperludievaluasidanmendapatkanperhatianolehPemerintahProvinsi

SumateraUtara.

B. Saran

1. BagiPemerintahProvinsiSumateraUtara

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus mampu mengoptimalkan

Pendapatan AsliDaerah dengan cara meningkatkan dan memaksimalkannya,

melakukanpengawasandanpengendaliansecarabenarjugaberkelanjutanuntuk

menghindariterjadinyakecuranganataupunpenyalahgunaanterhadapPendapatan

AsliDaerah.HaltersebutbertujuanagarkedepannyaProvinsiSumateraUtaradapat

tumbuh semakin mandiri,dapatmeminimalisirketergantungan sumberdana,

mampu mengelola keuangannya dengan baik, benar serta kesejahteraan

masyarakatlebihmeningkat.Selainitu,sebaiknyapemerintahmembuatanalisis

rasiokeuangandaerahdanmempublikasinyatiaptahunagarmasyarakatdapat



mengetahuidenganmudahkondisikeuanganPemerintahProvinsiSumateraUtara.

2. BagiPenelitiSelanjutnya

Bagipenelitiselanjutnyadiharapkanuntuklebihrincilagidalam menganalisis

kinerjakeuanganpemerintahdaerahdenganmenggunakanberbagaimacam rasio

yanglebihbanyakdanbisamenggambarkankeadaankeuangandaerahyanglebih

menyeluruh.Kemudianpenelitidisarankanuntuklebihmemperdalam penelitiannya

lagiatassebab-sebab eksternalterjadinyaperubahan,baikitunegatifmaupun

positifmengenaikebijakanyangdibuatolehPemerintahDaerahterhadapkeuangan

suatudaera


